WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 2]’ TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektivitas

pengelolaan arsip dinamis dan dalam rangka
penyelamatan, pendayagunaan serta pelestarian arsip
statis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, untuk itu perlu adanya pedoman tentang
Jadwal Retensi Arsip Subtantif; :

_ bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip
Subtantif;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114};

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tghun 2015 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286});

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan
Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tahuyn 2015 Nomor 550);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetepan
Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 665);

7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Wali Kota nomor 55 Tahun 2016 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 55).*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBTANTIF.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau
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12.
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Kota adalah Kota Lubuklinggau.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau

Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Lubuklinggau yang selanjutnya
disebut LKD yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang kearsipan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi perorangan dalam pelaksanaan kehidupan
berperorangan, berbangsa, dan bernegara.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta
Arsip dilingkungannnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/ atau terus menerus.

Arsip In aktif adalah Arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang
tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip Statis
kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
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(1)

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan Arsip.

Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah JRA yang berisi
jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis
arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.

Jenis Arsip adalah unit berkas yang diciptakan, diatur
dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi
fungsinya atau subyek merupakan hasil dari kegiatan
yang sama.

Pasal 2

Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah
Kota dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi
prosedur pengajuan penetapan JRA Substantif.

Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah
Kota bertujuan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

BAB II
JRA SUBSTANTIF

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan JRA Substantif terdiri atas:

a. jenis Arsip;

b.
.

jangka waktu/retensi; dan

keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu Jenis
Arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau
dipermanenkan.

Pasal 4

JRA Substantif | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 5

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas,
retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
pimpinan PD.

BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 JOLI 2020

WALI KOTA\LUBUKLINGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal

10 JUL| 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 2'{



